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ABSTRAK


Dalam fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap upaya Legislasi daerah dalam meningkatkan Supremasi Hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perhatian kita akan tertuju pada fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga penyususun produk hukum (Perda) serta peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut

Berkaitan dengan yang penulis tuangkan dalam skripsi, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis, Tekhnis Pengumpulan Data baik secara Observasi langsung maupun pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagaimana yang kita ketahui, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan dengan baik.banyak sekali yang harus diperbaiki baik secara struktural dan individual.penulis banyak sekali menemukan penyimpangan yang dilakukan Anggota Dewan yang seharusnya mengupayakan Supremasi Hukum bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya Anggota Dewan lebih sibuk mengupayakan kepentingan Partai sehingga tidak salah jika Produk Hukum Daerah (Perda) sering disebut dengan Produk Politik

Sejauh ini ditemukan berbagai macam kendala yang menghambat fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai dari factor intern,ekstern sampai yang bersifat individu dan institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu sendiri.berkaitan dengan Tugas dan Fungsinya,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memahami kondisi riil dalam masyarakat agar kebijakan dan peraturan yang di buat dapat mempunyai daya guna yang akurat bagi masyarakat.sehubungan dengan fungsi Legislasi pembuatan Peraturan Daerah (Perda),maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tunduk pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta merujuk pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Perda).
ABSTRACT
In function of the House of Representatives (DPRD) of the Kutai regency Legislation efforts in improving the Rule of Law by Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, our attention will be focused on the function Legislation Legislative Council (DPRD) as a legal product penyususun institution (Regulation) as well as the role of the Regional Representatives Council Kutai regency in the preparation of the Regional Regulation

In connection with the writer pour in the thesis, the author uses research methods normative juridical, sociological juridical, technical data collection either direct observation or collection of documents related to the functioning Legislation Legislative Council (DPRD) Kutai regency

As we know, Functions Legislation Legislative Council (DPRD) Kutai regency had not run all that needs fixing good.Alot both structurally and individual.penulis find a lot of irregularities by the Council Members should seek Rule of Law for the community but in fact busier Councillors seek the interest of the party so it is not wrong if the Products Law (Regulation) often called the Political Product

So far found a wide range of obstacles that inhibit the function of Legislation Legislative Council (DPRD) ranging from internal factors, which are external to the individual and the institution of the People's Representative Council (DPRD) was sendiri.berkaitan with Tasks and Functions, member of Legislative Council must understand the real conditions in society that policies and regulations can be made to have accurate power for the manufacture masyarakat.sehubungan with function legislation Regulation (Regulation), then the House of Representatives (DPRD) should be subject to the Law No. 32 Year 2004 on Local Government and the reference to the Minister of Home Affairs Regulation No. 53 Year 2011 on Product Development Law (Regulation)
I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam masyarakat dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepastian hukum guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan kehidupan adalah adanya suatu aturan hokum sebagai landasan berpijak guna terciptanya ketertiban umum, khusus dibidang pengelolaan air perlu diatur secara khusus agar adanya suatu keseimbangan antara pengelola dan pengguna, yaitu dengan dibuatnya format perjanjian standart dibidang pengelolaan dan penggunaan air.

Khusus dibidang perjanjian standart di sini, akan penulis fokuskan pada bidang perjanjian standart antara PERUSDA PDAM Kotamadya Samarinda dengan pelanggan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu format perjanjiannya. Untuk itu penulis ingin meninjau dari aspek hukumnya. Perjanjian standart tersebut tidak hanya dikenal dalam perjanjian yang diadakan oleh PERUSDA PDAM, akan tetapi juga dikenal dalam perjanjian lainnya, misalnya perjanjian standart, perjanjian sewa beli angkutan laut, udara, Asuransi standart.

Mengingat perjanjian standart ini banyak macamnya seperti yang telah disebutkan di atas, untuk itu agar lebih mudah dalam memahami pembahasan ini maka penulis akan memfokuskan pada format perjanjian yang telah dibuat atau dipersiapkan terlebih dahulu oleh PERUSDA PDAM. Sebagaimana telah disinggung diatas, mengenai perjanjian standart yang didalam bentuk perjanjiannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak PERUSDA PDAM. Sedangkan pihak pelanggan atau kosumen tinggal menyatakan setuju atau tidaknya terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam format yang disodorkan padanya.

Dalam menghadapi praktek yang demikian itu, calon pelanggan pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan untuk menjadi pelanggan akan gagal. Sedangkan air merupakan kebutuhan primer yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola air sebagai penunjang kehidupan hajat orang banyak, perlu diatur dan ditertibkan selain itu dapat dijadikan sebagai aset pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah.

Atas dasar kewenangan yang diberikan Pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan pelanggan, PERUSDA PDAM membuat suatu format perjanjian standart. Adapun bentuk dan isinya ditentukan oleh PERUSDA PDAM. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar proses pengajuan permohonan oleh pelanggan.

Pelayanan air minum kepada para langganan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

1. Melalui saluran distribusi (pipa tersier) dimana dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PERUSDA PDAM/BPAM dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis.

2. Pelayanan air minum kepada para langganan dan pemakai air minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier) dengan cara :

a. Sambungan langsung ke rumah;

b. Melalui kran umum, bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan ke rumah;

c. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan PERUSDA PDAM/BPAM. (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perusahaan Daerah).

Mengenai pemasangan saluran air minum, calon langganan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulis yang disediakan yang dapat diperoleh di kantor PERUSDA PDAM/BPAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Adapun mengenai cara perhitungan rekening air minum, antara lain sebagai berikut :

(1) Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukkan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tarif PERUSDA PDAM/BPAM, dan jumlah yang harus dibayar dicantumkan di kolom rekening air minum dan ditambah biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi.

(2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PERUSDA PDAM/BPAM.

(3) Dalam meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan :

a. Pemakaian minimal atau,

b. Catatan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

(4) Sambungan rumah yang telah dicabut meter airnya dan dianggap tidak menjadi langganan PERUSDA PDAM/BPAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

Mengenai denda yang dikenakan kepada para langganan dan pemakaian air minum dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Keterlambatan pembayaran rekening air minum tersebut telah melebihi waktu yang telah ditetapkan tanggal penagihannya;

b. Penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan/pemutusan sementara;

c. Pengambilan air minum sebelum meter air;

d. Terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya;

e. Meter air yang dipindahkan tanpa seizin PERUSDA PDAM/BPAM.

Sedangkan mengenai besarnya denda yang dikenakan adalah ditentukan dengan keputusan PERUSDA PDAM/BPAM. Dalam hal pemutusan dan penutupan aliran air minum dapat dilakukan apabila :

1) Langganan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;

2) Rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditagihkan;

3) Segel pada meter air terdapat rusak atau dibuka;

4) Langganan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin khusus dari PERUSDA PDAM/BPAM;

5) Langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis secara langsung;

6) Jaringan perpipaan (plumbing) di tempat langganan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PERUSDA PDAM/BPAM;

7) Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Sedangkan mengenai pencabutan meter air dilakukan apabila :

a. Langganan yang bersangkutan berhenti menjadi langganan;

b. Sambungan di rumah langganan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena langganan tidak mematuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.

Setelah sambungan rumah langganan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi langganan kembali, maka sebelum dilakukan penyambungan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda-denda lainnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh PERUSDA PDAM/BPAM. Pengaliran kembali air minum yang telah ditutup/diputus dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PERUSDA PDAM/BPAM.

Para calon langganan PERUSDA PDAM dikenakan kewajiban membayar uang tanggungan/jaminan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan pekerjaan penyambungan saluran air minum di tempat yang bersangkutan. Besarnya uang tanggungan/jaminan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada PERUSDA PDAM/BPAM. Uang tanggugan/jaminan sewaktu-waktu dapat diambil atau diterima kembali oleh langganan apabila berhenti menjadi langganan air minum atas permohonan yang bersangkutan.

Para langganan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PERUSDA PDAM/BPAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air tersebut. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PERUSDA PDAM/BPAM.

Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, maka dapat dipasang kran umum. Para pemakai kran umum dilarang mengalirkan air langsung ke rumahnya.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP FORMAT STANDART KONTRAK YANG DIBUAT OLEH PERUSDA (PERUSDA PDAM) DALAM PAKTIK”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah keabsahan perjanjian standart yang dibuat terlebih dahulu formatnya bila ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1338 KUH Perdata dan bagaimana pula keterikatan para pihak dalam perjanjian standart atau klausula perjanjian standart.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian standart yang dibuat terlebih dahulu formatnya bila ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1338 KUH Perdata ?

2. Bagaimana pula keterikatan para pihak dalam perjanjian standart atau klausula perjanjian standart ?

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu PERUSDA PDAM Kotamadya Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang format perjanjian standart antara PERUSDA PDAM Kotamadya Samarinda dengan pelanggan.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Standart Yang Dibuat Terlebih Dahulu Formatnya Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa isi dan bentuk dari perjanjian standart telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak PERUSDA PDAM, sedangkan pihak pemohon (calon pelanggan) hanya menyatakan setuju atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir yang disodorkan kepadanya.

Dalam menghadapi praktek perjanjian yang demikian itu calon pelanggan (konsumen) pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab apabila calon pelanggan tidak menyetujui ketentuan yang ada pada formulir permohonan pemasangan saluran air berarti permohonannya akan gagal, sedangkan calon pelanggan tersebut sangat membutuhkan sekali saluran air minum tersebut guna kebutuhan hidup sehari-hari.

Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian standart ini sebenarnya mengandung kelemahan terutama bila dihubungkan atau ditinjau dari pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian standart tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak.

Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian standart tidak saja mengandung kelemahan, tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 BW Jo pasal 1338 BW. Sehingga dapat dikatakan masalah keabsahan perjanjian standart bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW secara formal dapat dikatakan bahwa perjanjian standart tidak sah.

Bila kita tinjau kembali pada Pasal 1320 BW yang merupakan sebagai pasal yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian standart diketahui bahwa calon pelanggan dalam memberi kesepakatannya memang tidak dipaksa akan tetapi ada rasa keterpaksaan, karena kalau tidak menyetujui maka jelas permohonannya akan gagal. Sehingga dengan terpaksa calon pelanggan menyetujui dan menandatangani formulir yang telah ditentukan oleh pihak PERUSDA PDAM itu sendiri, tanpa dibacakan sebelumnya.

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW, kita harus menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan, sebab di satu sisi timbulnya perjanjian standart tidak dilatar belakangi oleh kaum ekonomi tinggi, tetapi dilatar belakangi karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan. Sedangkan di sisi lain, pemberian atau pelepasan perjanjian standart tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha PERUSDA PDAM dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam penyaluran air itu sendiri yang memerlukan dukungan baik financial maupun keamanan dan tata tertib dalam pengelolaannya.

B. Keterikatan Para Pihak Dalam Perjanjian Standart atau Klausula Perjanjian Standart

Sendi utama hukum perjanjian terhadap Pasal 1338 BW dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Apa yang diperjanjikan secara sah itu mengikat bagaikan undang-undang.

Dengan demikian persoalan pokok dalam masalah perjanjian standart ialah bagaimana cara menempatkan perjanjian standart itu dalam kerangka hukum perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apa yang telah disepakati para pihak mengikat bagaikan undang-undang. Apabila asas kebebasan berkontrak itu kita ikuti sepenuhnya, hal itu berarti bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak bisa melepaskan diri dari klausula perjanjian standart yang telah disetujuinya.

Dalam suatu perjanjian standart sebenarnya tiada “kebebasan” para pihak, setidak-tidaknya bagi pihak yang dihadapkan pada klausula perjanjian standart. Dengan demikian perjanjian standart berlaku dalam kerangka hukum perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi tampil dalam bentuk seutuhnya. Sekarang banyak dilakukan intervensi terhadap asas kebebasan berkontrak itu, baik melalui perundang-undangan maupun melalui putusan-putusan hakim. Kecenderungan untuk melakukan intervensi dan restriksi itu makin lama makin menguat.

Dengan bertambah banyaknya perjanjian standart, kini dalam artian tertentu asas kebebasan berkontrak juga berkurang. Tidak lagi ada kesempatan bagi para pihak untuk membicarakan sebelumnya mengenai klausula-klausula perjanjian apa saja yang akan mereka sepakati. Perjanjian-perjanjian kini ditampilkan dalam bentuknya yang utuh oleh salah satu pihak.

Ada suatu gejala yang dari segi hukum seolah-olah tampak sebagai suatu kontradiksi. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law (yang tidak menganut sistem kodifikasi), di negara-negara yang menganut sistem Civil Law (yang menganut sistem kodifikasi seperti halnya negara Indonesia) perundang-undangan di bidang perjanjian standart khususnya yang memberikan perlindungan kepada para konsumen, justru tidak begitu banyak jumlahnya. Negara-negara ini lebih banyak memberikan kesempatan pada putusan-putusan hakim.

Jadi masalah keterikatan para pihak terhadap klausula perjanjian standart adalah para pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Sehubungan dengan perjanjian standart yang diadakan oleh PERUSDA PDAM dan pelanggan atau konsumen, selama perjanjian standart itu disepakati dan tidak ada pihak yang dirugikan maka perjanjian itu dianggap sah sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Apalagi dalam perjanjian standart yang menjadi obyek perjanjian adalah sarana vital (air yang dikonsumsi) yang merupakan kebutuhan primer yang tidak mungkin diabaikan oleh segenap manusia dalam hidupnya, hal ini harus diakui eksistensinya.
BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1) Bahwa mengenai keabsahan perjanjian standart yang dalam hal ini perjanjian antara PERUSDA PDAM dengan pihak pelanggan ini sebenarnya kalau diperhatikan mengandung kelemahan terutama bila dihubungkan atau ditinjau dari pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian standart tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian standart tidak saja mengandung kelemahan, tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 BW Jo pasal 1338 BW. Sehingga dapat dikatakan masalah keabsahan perjanjian standart bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW secara formal dapat dikatakan bahwa perjanjian standart tidak sah. Namun hal ini kita dihadapkan pada permasalahan yang mau tidak mau mengakui eksistensi perjanjian standart sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dalam menunjang kelangsungan hidup, pertumbuhan ekonomi yang menjadi sarana vital sebagai pemenuhan kebutuhan primer.

2) Masalah keterikatan para pihak terhadap perjanjian standart adalah para pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dan apa yang diperjanjikan secara sah itu mengikat bagaikan undang-undang. Sehubungan dengan perjanjian standart yang diadakan oleh PERUSDA PDAM dan pelanggan atau konsumen, selama perjanjian standart itu disepakati dan tidak ada pihak yang dirugikan maka perjanjian itu dianggap sah sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Apalagi dalam perjanjian standart yang menjadi obyek perjanjian adalah sarana vital (air yang dikonsumsi) yang merupakan kebutuhan primer yang tidak mungkin diabaikan oleh segenap manusia dalam hidupnya. Hal ini harus diakui eksistensinya.
B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghilangkan kesan para calon pelanggan terhadap format perjanjian standart yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak PERUSDA PDAM, seyogyanya format perjanjian standart itu disosialisasikan terhadap masyarakat sebagai calon pelanggan agar mengetahuinya dan tidak merasa terjebak akibat format perjanjian standart tersebut.

2. Untuk menghindari adanya syarat-syarat yang merugikan pihak pelanggan, maka sebaiknya isi perjanjian standart perlu diseragamkan, sehingga Pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan mudah.

3. Dalam kenyataannya perjanjian standart antara PERUSDA PDAM dengan pihak pelanggan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan di masyarakat, maka pengawasan oleh Pemerintah seyogyanya diperluas, tidak terbatas pada perjanjian standart yang dibuat oleh PERUSDA PDAM.
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